BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap masalah kompleksnya pilihan mekanisme hukum yang

tersedia bagi korban penyiksaan dengan pelaku anggota Polri untuk mendapatkan ganti

kerugian, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

Terdapat empat pilihan hukum yang dapat korban gunakan mendapatkan ganti kerugian,
meliputi: (a) mekanisme gugatan perdata dengan mendalilkan PMH; (b) mekanisme ganti
kerugian di KUHAP; (c) mekanisme penggabungan perkara; atau (d) mekanisme restitusi.
Sementara itu, mekanisme gugatan OOD melalui PTUN tidak dapat digunakan karena
adanya sifat hukum pidana sehingga tidak termasuk KTUN didasarkan pada Pasal 2 huruf
d UU PTUN.

Mekanisme Perdata

Mekanisme perdata punya banyak kelebihan, meliputi: (a) ganti kerugian pada dasarnya
merupakan hak keperdataan; (b) praktik hukum acara yang sudah ajeg; (c) daluwarsa yang
mencapai 30 tahun; (d) tidak ada batasan jumlah ganti kerugian; (e) peluang keberhasilan
dibandingkan mekanisme lain. Walaupun demikian, mekanisme perdata punya masalah
serius dalam dua hal, yaitu: (a) praktik dimana pengadilan membebankan tanggung jawab
renteng kepada negara dan pelaku; dan (b) eksekusi perdata di Indonesia yang tidak efektif.
Contoh kasus sukses dengan mekanisme ini adalah kasus Budri-Faisal, Erik Alamsyah,
Iwan Mulyadi, dan Ramadhan Suhuddin dimana pada kasus-kasus ini anggota Polri pelaku

penyiksaan telah dipidana dengan putusan pidana berkekuatan hukum tetap.

. Mekanisme Ganti Kerugian di KUHAP

Mekanisme ganti kerugian di KUHAP pada dasarnya merupakan designated mechanism
yang scharusnya digunakan dalam kasus-kasus penyiksaan dengan pelaku anggota Polri.
Mekanisme ini juga punya beberapa kelebihan seperti jumlah ganti kerugian hingga Rp500
juta dan eksekusi yang cukup cepat paling lambat 14 hari sejak permohonan eksekusi
diajukan. Namun, mekanisme ini punya masalah mendasar berupa hukum acara yang tidak
jelas. Hal ini berkontribusi mengacaukan praktik sehingga pengadilan jarang mengabulkan
tuntutan ganti kerugian dengan mekanisme ini karena pemohon harus menunjukkan adanya
kesalahan dari penegak hukum. Contoh kasus sukses dengan mekanisme ini adalah kasus

Omen Abdurrahman dan Andro-Nurdin.

4. Mekanisme Penggabungan Perkara

56



Mekanisme penggabungan perkara mempermudah korban untuk menuntut ganti kerugian
karena sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta “asas
keseimbangan” yang digariskan KUHAP. Namun, mekanisme ini punya banyak
keterbatasan seperti: (a) gugatan hanya dapat ditunjukkan kepada pelaku; (b) tuntutan ganti
kerugian harus diajukan sebelum penuntut umum melakukan tuntutan kepada pelaku; (c)
ganti kerugian terbatas pada penggantian biaya; (d) potensi nebis in idem; dan (e) sifat
assessor tuntutan. Belum ada satupun kasus yang sukses dengan mekanisme ini.

5. Mekanisme Permohonan Restitusi
Mekanisme restitusi punya kelebihan berupa rumusan yang cukup baik dengan
memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap hak-hak korban, termasuk (a)
kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan; (b) ganti kerugian materiil dan/atau immateriil
yang diakibatkan secara langsung oleh suatu tindak pidana; (c) penggantian biaya
perawatan medis dan/atau psikologis; dan (d) kerugian lain seperti biaya transportasi dasar,
biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum. Namun,
mekanisme juga punya beberapa kekurangan seperti kewajiban melampirkan bukti-bukti
untuk bisa mendapat pendampingan LPSK hingga belum adanya praktik di lapangan.

6. Mekanisme Ideal vs Mekanisme Primadona
Dari empat mekanisme tersebut, penulis mengambil kesempulan bahwa mekanisme yang
seharusnya digunakan adalah mekanisme ganti kerugian di KUHAP. Sayangnya,
mekanisme tersebut punya banyak kendala sehingga praktiknya tidak begitu efektif. Untuk
saat ini, penulis merekomendasikan agar korban menggunakan mekanisme gugatan perdata
karena adanya kasus sukses di praktik serta berbagai kelebihan seperti daluwarsa yang
panjang dan ganti kerugian yang meliputi materiil dan immateriil. Meskipun demikian,
mekanisme gugatan perdata punya beberapa kendala seperti tanggung jawab renteng,
eksekusi yang tidak efektif, hingga perlunya anggota Polri pelaku penyiksaan untuk
diproses secara pidana agar gugatan dapat dikabulkan.

B. REKOMENDASI
Berdasarkan analisis pada penelitian ini, untuk mempermudah korban mendapatkan ganti

kerugian dalam kasus-kasus penyiksaan dengan pelaku anggota Polri, penulis

merekomendasikan beberapa hal:

1. Revisi KUHAP dan Undang-Undang Lain terkait Ganti Kerugian
Penulis menyimpulkan bahwa kedepannya yang digunakan pada kasus-kasus penyiksaan

dengan pelaku anggota Polri adalah mekanisme ganti kerugian di KUHAP. Sayangnya,
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praktik menunjukkan bahwa mekanisme ini lebih banyak minus-nya karena telah terjadi
penyimpangan dari tujuan awalnya. Oleh karenanya, penulis mendorong Pemerintah dan
DPR untuk segera merevisi KUHAP. Terkait ganti kerugian, revisi dilakukan untuk
memperjelas rumusan pasal serta hukum acara yang digunakan. Selain itu, rumusan pasal
juga harus mendorong agar ganti kerugian dapat diberikan dengan membuktikan adanya
kerugian, tanpa perlu membuktikan kesalahan penegak hukum. Lebih lanjut, penulis juga
mendorong agar revisi KUHAP secara keseluruhan untuk mempersempit ruang-ruang
penyiksaan saat proses peradilan pidana. Penulis juga mendorong revisi terhadap HAPER
untuk memperbaiki praktik eksekusi putusan di Indonesia yang masih memble.

. Penyusunan Peraturan Teknis di Mahkamah Agung sebagai Panduan

Rekomendasi ini didasarkan pada praktik pengadilan pada perkara-perkara perdata dimana
pengadilan masih membebankan ganti kerugian kepada negara dan pelaku secara tanggung
renteng. Padahal, seharusnya pada kasus-kasus seperti ini negara lah yang bertanggung
jawab membayarkan ganti kerugian. Oleh karenanya, penulis mendorong agar MA
menerbitkan peraturan teknis dalam bentuk PERMA atau SEMA yang memuat panduan
bagi pengadilan-pengadilan di bawahnya dalam memutus kasus-kasus penyiksaan dengan
pelaku anggota Polri. Panduan tersebut memuat banyak hal seperti standar kerugian bila
dihitung dengan uang hingga pihak yang harus bertanggung jawab membayarkan denda.

. Penyusunan Peraturan Teknis Eksekusi di Pemerintah

Penyusunan peraturan teknis di pemerintah dimaksudkan untuk mempersingkat proses
eksekusi tanpa harus melewati proses APBN. Pemerintah sebenarnya sudah berusaha
mengurai masalah ini dengan menerbitkan PMK 80/2015. Namun, pengaturan ini dapat
disempurnakan lagi dari segi mekanisme maupun jangka waktu eksekusi. Kemenkeu
memegang peranan kunci untuk menyelesaikan masalah ini. Oleh karenanya, produk
hukum yang dihasilkan berupa Peraturan Menteri Keuangan. Namun, tidak menutup
kemungkinan bahwa masalah ini dapat ditangani oleh beberapa kementerian/lembaga

sehingga produk yang dikeluarkan berupa peraturan pemerintah atau peraturan presiden.

. Rekomendasi Alternatif

Perlunya membangun kultur di kalangan penegak hukum untuk mendorong agar hak-hak
korban dapat dihargai dan diakomodasi. Hal ini tidak hanya dilakukan dengan sebatas
mendampingi korban secara formal saja, tetapi juga secara aktif melakukan investigasi,
mengumpulkan bukti, hingga kerja sama antar lembaga untuk memastikan bahwa semua

hal yang korban perlukan dapat terakomodasi.
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